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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu Alaikum Wr.Wb 
  هبحصو  هـلا  ىلعو , نيلسرملاو  ءايــبنلأا فرشا ىلع م لاـسلاو  ة لاصلاو  نيـملاعلا بر لله دمحلا
دـعب اما .نيعمجا 
Sebuah perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir. Ibarat dunia ini yang 
memiliki permulaan dan titik akhir. Perjalanan hidup kurang lebih 4 (tahun) begitu 
terasa dalam sanubari. Setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, menyita 
waktu, tenaga, dan pikiran, dapat merampungkan skripsi ini. Oleh  karena itu, 
sembari berserah diri dalam kerendahan hati dan kenistaan diri sebagai seorang 
hamba, maka sepantasnyalah puji syukur hanya diperuntukan kepada Sang Maha 
Sutradara, Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan maghfirah-Nya. Salawat 
dan salam kepada Nabi Muhammad saw., suri tauladan seluruh umat manusia, 
penyusun kirimkan shalawat dan salam kepada beliau serta para sahabat yang telah 
memperjuangkan Islam sebagai aturan hidup. 
Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa 
untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan 
ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur 
Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul 
“Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi 
komperatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam” Semoga kehadiran skripsi 
ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang 
 vi 
 
menaruh minat pada masalah ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses 
penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi semua pihak, baik 
dalam bentuk sugesti, dan motivasi moril maupun materil. Karena itu kemudian, 
penulis berkewajiban untuk menyampaikan ucapan teristimewa dan penghargaan 
setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta khususnya kepada kedua orang tua 
penulis Ayahanda H.Bakri Lalang S.pd dan almarhumah Ibunda tercinta Hj. Sitti 
Murni. Ucapan yang tak terhingga saya ucapkan kepada Ayahanda yang sampai saat 
ini masih berada disampingku dengan susah dan jerih payahnya mengasuh dan 
mendidik serta memberikan materi yang tak henti- hentinya. Dan kepada Ibunda 
tersayang, yang selalu membantu dan menyemangati baik diwaktu kuliah dan 
diwaktu penyelesaian skripsi ini, dan kasih sayang yang luar biasa dari beliau. Dan 
kepada saudara-saudaraku terutama kakak paling tua Muthahharah Bakri S.S dan 
kakak ke dua ku Muhajir Bakri S.T yang telah memberikan motivasi untuk 
menyelesaikan skripsi ini. Dan tak lupa kepada seluruh keluarga besar tercinta yang 
selalu memberikan bantuan moril dan materil serta do’a restu sejak awal 
melaksanakan studi sampai selesai. 
Secara berturut-turut penulis menyampaikan terima kasih kepada :  
1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. 
Serta para Pembantu Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya. 
2. Prof. Dr.Darussalam, M.Ag. selaku Dekan Fkultas Syari’ah dan Hukum beserta 
seluruh stafnya atas segala pelayanan yang diberikan kepada penulis. 
3. Dra. Nila Sastrawati, M.Si selaku ketua jurusan dan Dr.Alimuddin, M.Ag. 
selaku sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan serta staf Syamsi  
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Machmoed. S.Kom atas izin, pelayanan, kesempatan dan fasilitas yang 
diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
4. Dr. Alimuddin, M.Ag selaku Pembimbing I dan Dr. Kurniati, S.Ag., M.Hi 
selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran 
dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.  
5. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 
Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam 
penyelesaian studi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 
6. Kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar beserta stafnya yang telah 
melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama dalam penulisan 
skripsi ini. 
7. Sahabat-sahabat seperjuanganku sekaligus saudari terbaikku Ayu Lestari, 
Zuhriah, Andi Rezky Purwanti, Sitti Harni Djeni saputri D, Muliana, Tika 
Ratu Putri, Haryono Syamsul, Muh.Amin Nur, Rustan. yang telah banyak 
sekali membantu dari awal perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi. 
8.  Seluruh  mahasiswa jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Angkatan 2011 
yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang setiap saat mewarnai 
hidupku dalam suka dan duka. 
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ABSTRAK 
Nam   : Mustakima Bakri 
Nim   : 10300111045 
Jurusan    : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 
Judul       :TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI       
MEDIA SOSIAL (Studi Komperatif Antara Hukum positif dan 
Hukum Islam). 
 
Dalam hidup ini, setiap manusia menghendaki martabat, kehormatannya 
terjaga. Seperti halnya jiwa, kehormatan dan nama baik setiap manusia juga harus 
dilindungi, bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Hukum Islam sebagai 
rahmatan lil alamin, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan 
tiap manusia. Juga mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya. 
Seperti memberi sanksi bagi seorang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa 
dapat menunjukkan bukti yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Begitu pula 
hukum positif, khususnya dalam KUHP pasal 310 dan 311 secara terang mengancam 
dengan pidana penjara dan denda bagi seseorang yang dengan sengaja menuduh 
orang lain melakukan sesuatu hal. Namun, upaya perlindungan terhadap martabat 
manusia tersebut ternyata belum dapat terealisasi secara berarti. Kenyataan ini 
berdasarkan masih banyaknya kasus-kasus serta pengaduan terkait tindak pidana 
pencemaran terhadap nama baik dan kehormatan yang disertai bukti-bukti yang 
menunjukkan akan tindak kejahatan ini. Di antara bentuk tindak kejahatan tersebut 
adalah menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud 
supaya orang yang dituduh itu tercemar nama baiknya. Dari uraian diatas muncul 
beberapa pokok masalah yang perlu diketahui jawabannya yaitu pertama, 
bagaimanakah kriteria pencemaran nama baik menurut pandangan Hukum pidana 
Indonesia dan Hukum pidana Islam. Kedua bagaimanakah sanksi terhadap tindak 
pencemaran nama baik menurut hukum pidana Indonesia dan menurut hukum pidana 
Islam.  
 Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, digunakan penelitian berupa 
Library Research (Penelitian Pustaka), dengan menggunakan pendekatan teologi 
normatif (Hukum Islam) dan yuridis normatif (Hukum Positif). Adapun sumber data 
yang digunakan yaitu sumber data primer yang merupakan dokumen peraturan yang 
bersifat mengikat, asli dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, data sekunder 
berupa pengumpulan data dari bahan-bahan kepustakaan, dan data tersier yang 
merupakan dokumen yang berisikan konsep-konsep dan keterangan-keterangan 
seperti kamus. Dalam skripsi ini digunakan metode pengumpulan data dengan cara 
identifikasi yaitu mengelompokkan data atau mencari bahan-bahan kepustakaan 
yang sesuai dengan judul penelitian, reduksi data dalam hal ini memilih dan 
memilah data yang relevan dengan pembahasan. Metode pengolahan dan analisis 
data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan 
cara mengumpulkan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola 
dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal 
dari literature bacaan. 
xii 
 
 Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hukum pidana Islam memandang 
pencemaran nama baik sebagai tindak pidana, dengan macam jenis perbuatannya 
seperti, menfitnah, menuduh zina, menghina, mencela dan sebagainya. 
Pembuktiannya dengan menghadirkan saksi baik secara langsung ataupun tidak 
langsung. Juga dengan pengakuan. Selanjutnya hukuman yang dapat dikenakan 
berupa hukuman pokok berupa dera sebanyak delapan puluh kali (80) untuk tuduhan 
zina dan hukuman ta’zir untuk delik lainnya. Sedangkan menurut hukum pidana 
Indonesia pencemaran nama baik merupakan perbuatan dengan jalan menuduh 
melakukan suatu perbuatan tertentu baik secara lisan maupun tulisan dan gambar. 
Jenis deliknya dibedakan antara tindak pidana terhadap perorangan dan penguasa. 
Namun fokus pada kelengkapan dan kesempurnaan bukti. Mengenai hukumannya 
tergantung terhadap jenis delik yang dilakukan.  
          Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan maka implikasi penelitian 
antara lain sebagai berikut Pada pelaksanaan hukuman, dalam hukum pidana Islam 
yang berupa ta’zir, belum tersusun secara sistematis.Baik secara teknis maupun 
pelaksanannya.Dibutuhkan klarifikasi atas pasal-pasal dalam KUHP, tentang tuduhan 
dan penghinaan yang mengarah kepada penguasa negeri, badan umum dan 
sebagainya, sehingga tidak terjadi diskriminasi hukum.. Selain perkara tuduhan zina, 
hukumannya terbatas pada penetapan ta’zir yang sifat memberi pelajaran dan dinilai 
belum berfungsi sebagai tindakan pencegahan dini.Karena sifat dari penelitian ini 
masih ringan, umum dan jauh dari kesempurnaan, maka diperlukan bahasan-bahasan 
lebih lanjut, seperti bentuk-bentuk yang ada dalam pencemaran nama baik dan 
sebagainya.  
 
  
 
  1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia adalah makhluk yang diciptakan sempurna oleh Allah swt. disertai 
dengan akal, pikiran, yang membedakannya dengan makhluk ciptaan lain. Manusia 
dianugerahi kelebihan-kelebihan tersebut yang menandakan bahwa ia memiliki harkat 
dan martabat yang jauh lebih tinggi dari makhluk lain. Dari satu pihak, jati diri 
mengandalkan adanya kesatuan yang utuh di dalam diri manusia. Kesatuan ini begitu 
mutlak sehingga terasa begitu jelas keunggulan di dalam dirinya sendiri yang tidak 
bisa di bagi-bagi. Di lain pihak, kita juga menyadari diri kita meskipun sebagai satu 
kesatuan yang utuh, namun diri kita jelas terdiri dari bagian-bagian dan aspek-aspek 
yang begitu kaya.
1
 dikatakan kesatuan yang mutlak karena manusia sebagai dirinya 
yaitu manusia yang individual yang unik yang tidak dapat ditambah atau dikurangi 
antara yang dahulu dan juga sekarang. Sedangkan dikatakan terdiri dari bagian-
bagian yang begitu kaya karena terdiri dari badan, jiwa yang masing-masing 
mempunyai kegiatan, kemampuan, dan gaya, serta perkembangannya sendiri.
2
 
Kenyaataan di atas menunjukkan bahwa di dalam diri manusia terdapat kesatuan 
(unitas) dan sekaligus keberagaman (kompleksitas) yang tidak mungkin disangkal 
kebenarannya.  
Di antara keunikan manusia yaitu adanya unsur cipta, rasa, dan karsa yang 
dimiliki oleh setiap individu sebagai anugerah yang diberikan oleh sang pencipta. 
Dengan ketiga unsur inilah manusia mampu merasakan dan mengartikan berbagai 
                                                          
       
1
P. Hardono Hadi, Jati Diri Manusia (Yogyakarta:Kanisius,1996),  h. 25.   
       
2
P. Hardono Hadi, Jati diri Manusia, h. 25. 
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pengalaman baik yang berbentuk fisik maupun non fisik, konkret maupun abstrak, 
dan objektif maupun subjektif. Dengan anugerah ini pula manusia memiliki 
kemampuan untuk melakukan interaksi sosial baik antar individu, kelompok, hingga 
ke masyarakat.  
Berdasarkan defenisi hubungan masyarakat oleh beberapa ahli antara lain, J.C. 
Seidel, W. Emerson Reck, Howard Bonham. dapat diketahui bahwa: 
 
Di dalam hubungan masyarakat (Public Relations) itu terdapat suatu usaha atau 
suatu kegiatan untuk menciptakan keharmonisan atau sikap budi yang 
menyenangkan antara suatu badan dengan publiknya. Kegiatan yang menonjol 
adalah menanamkan dan memperoleh pengertian, good will dan kepercayaan 
publik tertentu dan masyarakat pada umumnya.
3
  
Pengertian di atas menggambarkan hubungan individu dengan suatu organisasi, 
sedangkan untuk hubungan antar individu biasa diistilahkan interaksi sosial. Interaksi 
sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut 
hubungan-hubungan perorangan antar kelompok-kelompok manusia maupun antara 
perorangan dengan kelompok manusia.
4
 Interaksi antar individu bisa dalam bentuk 
misalnya ketika bertemu berjabat tangan, saling tegur, saling tolong menolong, saling 
bercerita pengalaman, dan sebagainya. 
Namun tidak selamanya interaksi yang terbentuk ialah interaksi yang positif dan 
menguntungkan. Namun terkadang pula terjadi interaksi yang bersifat negatif yang 
merugikan. Seperti misalnya terjadinya konflik-konflik pertengkaran, pertikaian, dan 
sebagainya. Hal ini bisa saja terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dalam interksi 
tersebut baik karena adanya ketersinggungan dan kekecewaan satu sama lain. Hal ini 
                                                          
       
3
Bambang Siswanto, Hubungan Masyarakat Teori dan Praktek (Jakarta: Bumi aksara,1992), h.5. 
       
4
Rasyid Masri, Mengenal Sosiologi (Makassar:Alauddin Press,2011), h. 90. 
3 
 
 
pun bisa disebabkan oleh berbagai faktor namun yang akan diungkapkan salah 
satunya yaitu faktor ketersinggungan akibat pelecehan harkat dan martabat manusia 
yang mereka junjung tinggi.  
Manusia sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang harus 
diperlakukan dengan hormat dan santun. Manusia ingin dihargai dalam setiap 
kegiatan yang dilakukannya. Manusia juga ingin diakui dan diapresiasi akan suatu 
prestasi yang telah ia lakukan. Secara psikologis manusia tidaklah mungkin 
menghendaki penderitaan melainkan manusia menginginkan sebuah kebahagiaan. 
Salah satu kebahagiaan yang manusia capai apabila harkat dan martabatnya 
terlindungi dan dihargai oleh orang lain. Namun sebaliknya apabila harkat dan 
martabat itu dilecehkan maka akan timbul reaksi keras dan perlawanan. 
Dalam hukum pidana Islam, merupakan salah satu cabang hukum pidana yang 
menjadi objek kajian yang urgen yaitu tentang menuduh berbuat zina atau menfitnah 
pihak lain (al-Qadzaf). Hal ini menjadi sebuah topik yang menarik karena jelas-jelas 
tuduhan berbuat zina merupakan suatu ancaman terhadap eksistensi keturunan yang 
akan berimbas pada terlecehkannya nama baik suatu keluarga. Hal ini berarti pula 
tercederainya harkat dan martabat seseorang. Bukan hanya mengenai menuduh 
berzina, namun berbagai tuduhan dan fitnah yang mengancam nama baik orang lain 
adalah dikategorikan sebagai tindakan pencemaran nama baik. 
Ayat yang berkaitan dengan tindakan pencemaran nama baik yaitu QS al- 
Nisa’/4: 112  . 
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                              
          
Terjemahnya: 
 
“Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian 
dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah 
berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.
5
 
Berbuat kebohongan karena ia telah menuduhkan kesalahan atau dosa itu 
kepada orang yang tidak bersalah. Dan dosa karena ia telah mengerjakan perbuatan 
dosa yang dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah. Maka, kedua macam 
dosa (berbuat dosa dan menuduhkannya kepada orang yang tak berdosa) 
ditanggungnya secara bersama-sama. Seakan-akan dosa itu sebuah beban yang 
dipikulnya, yang diungkapkan oleh al-Qur’an seolah-olah dosa itu suatu benda di 
mana pengungkapan ini semakin memperjelas dan mempertegas maknanya.
6
 
Berdasarkan uraian di atas dapat di pahami bahwa tidak boleh berbuat 
kebohongan apalagi menuduh atau menfitnah orang karena perbuatan tersebut 
termasuk dosa besar.  
Dalam ayat yang disebutkan sebelumnya mengandung pengertian bahwa setiap 
kejahatan dan dosa ditanggung oleh pelakunya masing-msing tidak dibebnkan kepada 
orang lain sebagamana dalam QS al-An’am/6:164 
                                                          
       
5
Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 
2012), h. 96. 
       6http://zakaakaz.blogspot.com/2013/06/tafsir-ayat-tentang-tuduhan-palsu.html, Gowa: Selasa, 25 
November 2014, pkl. 12.25 WITA 
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                          
                          
Terjemahnya:  
Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal 
Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat 
dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; 
dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain[526]. 
kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-
Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."
7
 
Berdasarkan ayat tersebut bahwa masing-masing orang memikul dosanya sendiri-
sendiri. Hal ini menandakan bahwa tidak seorang pun dapat menolong yang lain. 
Setiap jiwa akan bertanggung jawab pada setiap apa yang ia kerjakan, dan orang lain 
tidak ikut menanggungnya.
8
 Ayat ini juga turun berkenaan dengan kejadian 
dituduhnya seorang laki-laki sholeh yaitu labid bin sahl ra. oleh Bani Ubairiq ( dalam 
riwayat lain said bin samin orang Yahudi ) mengenai perilaku busuk mereka. Padahal 
laki-laki sholeh ini adalah orang yang bebas atau bersih, sedangkan orang yang 
menuduh ialah orang-orang yang dzalim lagi pengkhianat seperti yang ditunjukkan 
oleh Allah swt. Kemudian cacian dan celaan itu berlaku umum untuk mereka selain 
mereka yang memiliki sifat seperti mereka, lalu melakukan tindakan kesalahan 
seperti itu, maka mereka pun akan mendapatkan hukuman yang sama dengan 
mereka.
9
 Kisah ini menggambarkan bahwa pelaku yang menuduh orang baik-baik 
                                                          
       
7
Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 150. 
       
8
Ibnu Katsir, Al-Misbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiiri Ibni Katsir, terj. Abu Ihsan al-Atsari, 
Shahih Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta:Pustaka Ibnu Katsir,2011), h. 658. 
       
9
Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syeikh, Lubaabut tafsir Min Ibni 
Katsiir, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta:pustaka imam Asy syafi’I,2009), h. 
177. 
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melakukan suatu perbuatan tercela atau sebuah kejahatan akan mendapatkan 
hukuman. 
Kesempurnaan ajaran agama Islam diakui tidak saja secara konsepsional dan 
teoritik mengatur hal-hal yang bersifat ibadah kepada Tuhan, akan tetapi juga dalam 
realitas adalah salah satu sistem hukum yang lengkap. Sistem hukum (hukum Islam) 
tidak hanya memiliki aturan tentang ibadah (aqidah dan akhlak) akan tetapi juga di 
bidang kemasyarakatan (muamalah) yaitu : di bidang hukum, privat dan di bidang 
hukum publik (termasuk masalah ketatanegaraan).
10
 
Dalam hukum pidana Islam, pencemaran nama baik memiliki hubungan yang 
erat dan illat yang sama dalam jarimah Qadzaf (tuduhan berbuat zina) karena hal ini 
berkaitan dengan terancamnya harkat dan martabat seorang manusia. Sebagaimana 
dalam kaidah umum yang berlaku di kalangan fuqaha dalam masalah ini adalah setiap 
perbuatan yang mewajibkan hukum had,zina, kepada penuduhnya
11
 itu artinya 
seorang menuduh seseorang berbuat suatu kejahatan haruslah mendapatkan sanksi 
yang tegas pula.  
Dari uraian di atas jelas bahwa dalam aspek hukum Islam tuduhan dan 
pencemaran nama baik memiliki dampak yang sangat besar terhadap terciptanya 
keteraturan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Dengan adanya 
tuduhan tersebut maka nama baik seseorang akan dipertaruhkan di dalam masyarakat. 
Bukan tidak mungkin orang yang telah dicemarkan nama baiknya akan dikucilkan 
                                                          
       
10
Ahkam Jayadi, Mengungkap Aspek Spiritualitas (Makassar alauddin press, 2011), h. 23. 
       
11
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Wacana Pergerakan Islam diIndonesia) 
(Bandung: Mizan, 1995), h. 63. 
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dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Masyarakat juga akan memandang rendah 
orang tersebut bahkan bisa sampai pada diisolasinya orang tersebut dari pergaulan 
kehidupan. 
Pencemaran nama baik bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak 
bertanggung jawab melalui berbagai macam media dan cara. Seseorang dapat 
dikategorikan melakukan pencemaran nama baik apabila melakukan tindakan 
tersebut secara langsung dan aktif dalam artian penuduh dan yang dituduh 
berhadapan langsung dan pencemaran nama baik tersebut terjadi saat itu juga. Ada 
pula orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan mengungkapkan kata-kata 
yang tidak baik dan menyinggung mengenai seseorang kepada orang lain dan 
informasi tersebut didengar orang tersebut melalui desas-desus, atau melalui media 
massa dan media elektronik. 
Dalam perkembangannya, modus kejahatan pencemaran nama baik akan 
semakin canggih seiring dengan semakin canggihnya tekonolgi informasi dan 
komunikasi. Seseorang yang berada di suatu pulau atau di suatu negara dapat 
melakukan pencemaran nama baik terhadap orang yang berada di pulau atau negara 
lain. Belakangan ini muncul modus baru kejahatan pencemaran nama baik yaitu 
melalui sosial media (sosmed) yang kebanyakan digandrungi oleh sebagian besar 
masyarakat Indonesia. Sosial media yang semakin berkembang juga memberikan 
peluang yang lebih besar untuk terjadinya kejahatan tersebut. 
Mengingat bahaya yang akan ditimbulkan tersebut maka dalam hukum Islam 
diancam dengan hukuman berat pada kejahatan pencemaran nama baik tersebut.  
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Dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan termasuk 
munculnya berbagai macam sosial media yang dijadikan sarana utnuk melakukan 
interaksi sosial maka kemungkinan berubahnya modus kejahatan pencemaran nama 
juga akan berkembang. Oleh karena itu sangatlah penting untuk diadakan kajian yang 
lebih mendalam mengenai berbagai kasus pencemaran nama baik melalui media 
sosial dengan harapan agar hasil kajian ini dapat memperdalam wawasan mengenai 
UU ITE dalam kaitannya dengan penggunaan media sosial. 
B. Rumusan Masalah 
      Berdasarkan latar belakang tersebut maka pokok permasalahan yang dirumuskan 
penulis adalah Bagaimana Tindak Pidana  Pencemaran Nama Baik melalui media 
sosial (Studi Komperatif antara hukum positif dan hukum Islam). Dari pokok masalah 
tersebut penulis merumuskan sub permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pencemaran nama baik ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam? 
2. Bagaimana sanksi pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial 
menururt UU ITE? 
3. Bagaimana sanksi pencemaran nama baik dalam hukum Islam? 
 
C. Pengertian Judul 
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami 
penelitian ini, maka penulis akan mendeskripksikan pengertian judul yang dianggap 
penting. 
a). Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan 
atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
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(KUHP) maupun peraturan perundang-undangan.
12
Dalam karya tulis ini tindak 
pidana yang dibahas berdasarkan KUHP dan Undang-Undang No.11 Tahun 
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).  
b). Sampai saat ini belum ada definisi  hukum di Indonesia yang tepat dan jelas 
tentang apa yang disebut pencemaran nama baik. Menurut frase (bahasa Inggris), 
pencemaran nama baik diartikan sebagai  defamation, slander, libel yang dalam 
bahasa Indonesia (Indonesian translation) diterjemahkan menjadi  pencemaran 
nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis) adalah  oral defamation (fitnah secara  
lisan) sedangkan  libel disini diartikan sebagai sebuah perkataan yaitu written 
defamation (fitnah secara tertulis).
13
 
c)  Media sosial menurut Wikipedia,  adalah sebuah media online, dengan para 
penggunanya (users) bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan 
menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual.
14
 
 
D. Kajian Pustaka 
      Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu tindak pidana pencemaran nama 
baik melalui sosial media UU NO.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi 
elektronik (UU ITE). Agar pembahasan tersebut lebih fokus terhadap pokok kajian 
maka dilengkapi dengan beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang 
dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut: 
                                                          
       
12
Rocky Marbun,Kamus Hukum Lengkap (Jakarta Selatan :Transmedia Pustaka:2012), h. 311. 
       13http://www.lnassociates.com/articles-libel-law-in-indonesia.html, diakses pada Pukul 11.28 
WITA, 4 Desember 2014. 
       14http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-sosial-pengertian-karakteristik.html,diakses pada 
Pukul 11.37 WITA, 4 Desember 2014. 
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1. Prof.Dr.Widodo, SH.,MH dalam bukunya Sistem Pemidanaan Dalam Cyber 
Crime dimana dalam buku ini membahas tentang pemidanaan dalam kasus cyber 
crime meliputi konsepsinya, penjatuhan pidana penjara terhadap pelakunya jenis-
jenis pidana yang diancamkan. Dalam buku ini juga membahas tentang aliran-
aliran dalam hukum pidana teori pemidanaan serta kajian atas UU ITE. Namun 
dalam buku ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai pemidanaan terhadap 
kejahatan yang dilakukan di sosial media. Dlam hal ini kejahatan pencemaran 
nama baik.  
2. Drs.Soemarno Partodinihardji M.SI dalam bukunya Tanya Jawab Sekitar 
Undang-Undang NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 
Elektronik. Dalam buku ini, membahas mengenai UU no.11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi Dan Transaksi Elektronik termasuk rangkaian Pointers sekitar UU ITE 
dan dinamika perkembangan sekitar UU ITE. Namun dalam buku ini belum 
terlalu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dengan kaitannya dengan 
kecenderungan masyarakat menggunakan social media. 
3. Teguh Wahyono S.Kom  dalam bukunya Etika Komputer dan Tanggung Jawab 
Profesional di Bidang teknologi informasi. Dalam buku ini membahas tentang 
tinjauan umum etika, meningkatkan profesionalisme di bidang teknologi 
informasi, tinjauan regulasi kejahatan internet dan Undang-Undang hak cipta dan 
perlindungan terhadap program computer. Namun dalam buku ini belum terlalu 
menjelaskan tentang bagaimana cara-cara menghentikan pengaruh terhadap 
penggunaan media sosial yang selalu menyalahgunakan sarana tersebut. 
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E. Metodologi Penelitian 
      Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf 
keilmuan. Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan 
prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga 
merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan 
suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga 
merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah 
tertentu yang memerlukan jawaban. 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan yang disebut pula dengan istilah Library Research yang 
menggambarkan secara sistematis, normatif, dan akurat terhadap objek yang menjadi 
pokok permasalahan.
15
 
b. Pendekatan Penelitian 
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
teologi normatif (hukum Islam) dan yuridis normative ( hukum positif) 
pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu 
penelitian di mana masalah-masalah yang akan dibahas sesuai dalam norma-
norma atau kaedah-kaedah yang ada, dalam hal ini adalah hokum Islam. Dan 
penelitian ini juga menekankan pada segi-segi yuridis dengan melihat pada 
peraturan perundang-undangan dan penetapannya. 
 
 
                                                          
       
15
 Masyhuri dan M.Zainuddin, Metodologi Penelitian (Bandung: Refika Aditama,2008), h. 50. 
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c. Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yang berasal dari 
literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, 
sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya. Dalam pengumpulan 
dari sumber bacaan digunakan dua metode kutipan sebagai berikut: 
1) Kutipan Langsung 
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung 
sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya. Mengutip 
secara langsung dapat diartikan mengutip pendapat dari sumber aslinya 
(lengkapi). 
2) Kutipan tidak langsung  
      Kutipan tidak langsung merupakan kutipan tidak menurut kata-kata, tetapi   
menurut pokok pikiran atau semangatnya, dan dinyatakan dalam kata-kata dan 
bahasa sendiri. Penulisan kutipan tidak langsung panjang dan pendek juga akan 
dibedakan untuk kepentingan kejelasan.  
d. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
a. Pengolahan Data 
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 
yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, 
rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini 
antara lain sebagai berikut: 
1) Identifikasi data  adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan 
judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil 
adalah data yang berhubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik. 
13 
 
 
2) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan 
dengan pembahasan agar pembuatan dan  penulisan skripsi menjadi efektif 
dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar 
dalam membahas suatu masalah. 
3) Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual 
sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan. 
a. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah 
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data 
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 
yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 
dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.  
F. Tujuan Dan Kegunaan 
1. Tujuan 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) 
yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diklasifikasikan sebagai berikut: 
a) Tujuan umum yaitu: 
Untuk mengetahui Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melaui Media 
Sosial Komperasi antara hukum Positif dan hukum Islam.  
14 
 
 
        b)   Tujuan khusus antara lain sebagai berikut : 
          1.Untuk mengetahui penecemaran nama baik ditinjau dari segi hukum positif                   
dan hukum Islam.  
2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap pencemaran nama baik. 
3. Untuk mengetahui sanksi pencemaran nama baik dalam hukum Islam. 
 
2. Kegunaan 
a) Kegunaan Ilmiah 
Secara Ilmiah penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan 
pengetahuan sesuai konstribusi bagi perkembangan Ilmu pengetahuan pada 
umumnya dan Ilmu keIslaman pada khususnya. 
b) Kegunaan praktis 
Memberikan pemahaman agar dengan adanya UU ITE ini maka tidak 
akan menyalahgunakan apa saja yang berhubungan dengan media sosial. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM 
A. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 
Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman 
sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan.
1
 
Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran 
nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertian masing-masing. 
Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana 
setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat 
yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut 
penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut 
lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.
2
 
Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang 
perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik 
seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau 
kepribadian yang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian 
secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan 
tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.
3
 
Menurut Frase (Bahasa Inggris) pencemaran nama baik diartikan 
sebagai defamation, slander, libel artinya pencemaran nama baik, fitnah 
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(lisan), fitnah tertulis. Sedangkan menurut pengertian umum pencemaran 
nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik 
seseorang.
4Pencemaran nama baik merupakan salah satu “pembunuhan 
karakter” yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi manusia, 
karena pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah dalam 
masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasikan dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana. 
Dalam kamus Hukum, pencemaran nama baik adalah perbuatan 
menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan 
orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan 
maupun tertulis. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 
penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu segala penyerangan kehormatan  
dan nama seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan 
perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkannya kepada khalayak 
ramai dapat dihukum tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya yang 
tertentu.
5
 
Menurut S. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan 
menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang 
diserang biasanya malu, kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan 
dalam lapangan seksual.
6
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Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus 
ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan 
merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak 
yang masih sangat muda belum dapat merasakan ketersinggungan ini dan 
bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu, maka 
tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.
7
 
Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan yang 
pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang 
bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan 
dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda tetapi keduanya tidak dapat 
dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan 
berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang 
nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan tercemar. Oleh sebab itu 
menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup 
dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.
8
  
Ketentuan Hukum mengenai Media dapat dilihat dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHperdata). KUHP mengatur soal Penghinaan, fitnah, dan pencemaran 
nama baik. Penghinaan sesama rakyat, pemerintah dan kepala negara/jabatan 
dan pornografi. Sedangkan dalam KUHperdata mengatur soal ganti rugi dan 
pernyataan permintaan maaf. 
9
 Adegium kuno berbunyi, neminem laedit qui 
iure yang terjemahan bebasnya adalah “ tidak seorang pun dirugikan oleh 
                                                          
       
7
Mudzakir, Delik penghinaan dalam pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, h. 25. 
       
8
Leden Marpaung,Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya 
(Jakarta:PT Grafindo Persada,1997), h. 54. 
       
9
Sudirman Tebba, Hukum Media Massa Nasional (Tangerang,Banten:pustaka irVan, 2007), h. 15. 
18 
 
penggunaan hak” atau kewenangan perdefinisi harus merupakan suatu 
tindakan menurut hukum sehingga tidak dapat sekaligus juga menghasilkan 
suatu tindakan yang melanggar hukum, oleh karena itu kerap kali dikatakan 
bahwa istilah penyalahgunaan hak merupakan suatu conrtadictio in terminis 
atau setidaknya suatu istilah yang mengandung kerancuan berfikir (dubios)
10
.  
Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum 
yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang 
disebarkan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan 
atau secara lisan disebut slander
11
.  
Dalam KUHP masalah penghinaan diatur dalam pasal  310-321. Pasal 
310 menyatakan : 
(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang 
dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu 
diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara 
paling lama sembilan bulan denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah. 
(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, 
dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum maka yang bersalah 
karena pencemaran tertulis, diancam pidana paling lama satu tahun empat 
bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
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(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan 
terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela 
diri.
12
   
 Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa pencemaran itu dilakukan 
dengan cara disiarkan,dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, 
maksudnya dipublikasikan, seperti publikasi melalui media massa. Tetapi 
pengungkapan kejahatan seseorang melalui media massa tidak 
dikategorikan sebagai pencemaran tertulis kalau dilakukan untuk 
kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, seperti yang 
diatur dalam ayat 3 pasal 310 KUHP. 
Moeljatno memberikan istilah bahwa perbuatan pidana adalah 
perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai 
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar 
larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa pidana adalah perbuatan yang 
oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam 
pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, sedamgkan 
ancaman pidananya ditujukan orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara 
larangan dan Ancaman pidana ada hubungannya yang erat, oleh karena itu 
antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang 
erat pula. Yang satu tidak dipisahkan dengan yang lain. Kejadian tidak dapat 
dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam 
pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.
13
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Di dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ada beberapa larangan yang 
berupa Pidana menyatakan bahwa : 
(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 
melanggar kesusilaan. 
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang memiliki muatan perjudian. 
(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran 
nama baik. 
(4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 
pemerasan dan/atau pengancaman.
14
  
Sedangkan dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi elektronik justru menegaskan dari 
pasal 27 menyatakan bahwa : 
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(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyatakan berita 
bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen 
dalam Transaksi Elektronik. 
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 
Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau 
permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan.
15
  
 
B. Pengertian Media Sosial 
Jika kita melihat kembali asal-usul kata TELEMATIKA, maka ia 
berawal dari istilah perancis “TELEMATIQUE” yang kemudian menjadi 
istilah umum di Eropa untuk memperlihatkan bertemunya sistem jaringan 
komunikasi dengan teknologi informasi. Sementara yang dimaksudkan 
dengan istilah Teknologi informasi itu sendiri hanyalah merujuk kepada 
perkembangan teknologi perangkat-perangkat pengolah informasi. 
16
 Dalam 
perkembangannya istilah tersebut ternyata mengalami perkembangan makna, 
di mana kemudian para praktisi menyatakan bahwa TELEMATICS adalah 
singakatan dari “ TELECOMMUNICATION and INFORMATICS” sebagai 
wujud dari perpaduan konsep computing and communication yang sebenarnya 
telah lama dikenal oleh pakar dalam bidang tersebut. Oleh karena itu, istilah 
telematics juga dikenal sebagai “the new hybrid technology” yang lahir karena 
perkembangan teknologi digital telah mengakibatkan perkembangan teknologi 
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telekomunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu atau populer. Jadi 
dalam tataran ini, semula keberadaan Media masih belum menjadi bagian 
yang belum bisa di artikan secara rinci namun dengan adanya isu teknologi 
informasi dan komunikasi pada saat itu.
17
 
Dengan kata lain dapat dipahami bahwa perwujudan TELEMATIKA 
yang berwujud sebagai suatu penyelenggaraan sistem elektronik yang 
berbasiskan teknologi digital yang juga populer dengan  istilah “the net”, 
sebenrnya juga berarti lahirnya suatu Media Komunikasi baru yang 
memperkaya media yang sebelumnya dikenal oleh masyarakat.
18
 Media 
tersebut menjadi pelengkap dari media elektronik yang berkenaan dengan 
“penyiaran” seperti Radio, TV (television) dan Film (motion pictures), selain 
keberadaan media cetak dan penerbit (publishing) yang berkenaan dengan 
kegiatan pers. Media tersebut tidak hanya digunakan untuk penyajian berita 
oleh pers kepada masyarakat melainkan juga menjadi media penyampaian 
informasi antar sesame anggota masyarakat, sebagaimana halnya periklanan 
yang ditujukan untuk kepentingan transaksi perdagangan.
19
 Selanjutnya, 
dalam perkembangan istilah Media dalam telematika oleh para praktisi 
dikembangkan lagi wacananya menjadi istilah MULTIMEDIA. Hal ini 
menjadi sedikit kebingungan di masyarakat, karena istilah Multimedia itu 
sendiri semula  hanya ditujukan untuk memperlihatkan kemampuan sistem 
komputer yang tidak hanya mengolah informasi dalam bentuk satu medium 
saja yakni numeric, text melainkan juga graphics, sound dan video
20
.   
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Melihat perkembangan kejahatan yang telah sedemikian rumitnya 
apalagi dipadukan dengan kemajuan teknologi computer khususnya internet, 
komputer dapat mempermudah suatu bentuk kejahatan yang kuno (old 
fashioned) seperti penipuan atau perbuatan curang. Penipuan atau perbuatan 
curang tersebut tentunya dilakukan dengan cara-cara yang baru bahkan rumit 
untuk dilakukan penyelidikan atau penyidikan seperti dalam tindak pidana 
biasa, karena di dalam dunia maya (cyberspace) sulit untuk diketahui secara 
pasti dimana sebenaranya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Begitu banyak 
aktifitas kejahatan dengan memanfaatkan teknologi komputer di luar negeri. 
21
  
Adapun hal yang menarik dari suatu komputer adalah rumitnya kejahatan itu 
dilakukan,kecuali oleh mereka yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana 
cara mengaplikasikan suatu perangkat komputer. Belum lagi masalah dapat 
tidaknya perbuatan itu diberikan atau dikenakan pidana. Menurut 
Prof.Mardjono Reksodiputro, S.H.,M.A kejahatan dalam suatu perangakat 
komputer bukan merupakan kejahatan baru dan masih dapat terjangkau oleh 
KUHP yang berlaku di Negara Indonesia. Hal menarik lainnya dalam 
penyalahgunaan komputer adalah soal pembuktian. Manipulasi data komputer 
sangat menjadi sangat mudah untuk dilakukan namun sulit untuk ditelusuri, 
kemudian juga sangat sulit untuk mengetahui secara pasti orang yang 
melakukan penyalahgunaan suatu perangkat komputer tersebut.
22
       
Suatu perbuatan dapat dipidana jika perbuatan tersebut merupakan 
suatu tindak pidana atau memenuhi unsur-unsur di dalam suatu KUHP (azas 
legalitas). Dapat tidaknya seseorang atau pelaku kejahatan itu di pidana 
                                                          
       
21
Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, h. 390. 
       
22
Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, h. 390. 
24 
 
tergantung dari pembuktian di pengadilan di mana yang bersangkutan telah 
dapat dibuktikan bersalah melakukan perbuatan tersebut. Namun yang paling 
pokok dalam menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan di pidana adalah 
perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, kemudian setelah itu baru 
diadakan suatu tindakan hokum, dari tahap penyelidikan hingga tahap putusan 
pengadilan.
23
 Karakteristi dalam suatu perangkat komputer khusunya jaringan 
internet yang tidak lagi mengenal batas geografis menyebabkan penerapan 
suatu ketentuan pidana menjadi lintas batas wilayah. Hacking komputer pun 
dapat dilakukan dari berbagai tempat seperti di rumah, di kantor, atau di 
tempat lain seperti warnet (warung internet). Hal inilah yang menjadikan 
peraturan pidana tidak efektif, dan berakibat pelaku tindak pidana tidak dapat 
dipidana.
24
 Satu hal yang perlu dipahami disini adalah pada prinsipnya dapat 
dikatakan bahwa hokum pidana adalah suatu ultimum remedium maksudnya 
suatu yang melindungi keberadaan norma-norma yang berlaku dalam 
masyarakat baik bangsa ataupun Negara. Oleh karenanya ia mempunyai 
sanksi yang keras untuk mempertahankan norma-norma tersebut, dan bersifat 
sangat subtansial artinya sangat luas dijangkau, dimana secara materiil suatu 
tindak pidana harus sesuai dengan perumusannya berdasarkan undang-undang 
dan dibuktikan terlebih dahulu. 
25
 Dalam konteks ini, maka ketentuan-
ketentuan pidana yang dapat berlaku adalah tergantung dalam lingkup kasus 
yang terjadi dan lingkup perundang-undangan yang mengaturnya. Apakah ia 
akan dijerat dengan keberlakuan tindak pidana Khusus seperti tindak pidana 
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korupsi, hak cipta, paten, merek dan lain-lain. Ataukah akan dijerat dengan 
keberlakuan tindak pidana umum seperti pembunuhan, pencemaran, penipuan 
dan lain-lain.
26
 
Kita sering mendengar istilah jejaring sosial atau media sosial dan 
mungkin kita juga pernah mendengar orang menyebut Facebook, 
Friendster,Myspace atau yang lainnya. Sebenarnya pengertian dari jejaring 
sosial atau Media sosial adalah suatu struktur sosial yang terbentuk dari 
simpul-simpul (individu atau organisasi) yang dihubungkan atau dipersatukan 
oleh sebuah situs. Dengan jejaring sosial tersebut kita dapat banyak sekali 
menjumpai orang-orang dengan bermacam-macam karakter dan latar 
belakang yang berbeda-beda dari seluruh dunia. Kita juga dapat menjalin 
persahabatan dan saling mengirimkan komentar dengan memanfaatkan situs 
tersebut, dan tentunya persahabatan ini terjadi dalam dunia maya.
27
  
Sosial media dipahami sebagai sekelompok jenis media online, yang 
terbagi atas lima karakteristik yaitu : 
1. Partisipasi 
Sosial media mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap 
orang yang tertarik. Hal ini mengaburkan batas antara media dan 
penonton. 
2. Keterbukaan  
Media sosial terbuka untuk umpan balik dan partisipasi. Media 
sosial mendorong voting, komentar dan berbagi informasi. Jarang 
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ada hambatan utntuk mengakses dan memanfaatkan konten-konten 
yang disukai. 
3. Percakapan 
Apabila media tradisional adalah tentang “Broadcast” (konten 
ditransmisikan atau didistribusikan kepada audiens) media sosial 
lebih baik dilihat sebahai percakapan dua arah. 
4. Komunitas 
Sosial media memungkinkan komunitas untuk terbentuk dengan 
dan berkomunikasi secara efektif. 
5. Keterhubungan 
Sebagian besar jenis media social berkembang pada keterhubungan 
mereka, memanfaatkan link ke situs lain, sumber daya dan orang-
orang didalamnya.
28
    
  Apabila dikelompokkan dalam bentuk maka ada tujuh bentuk media 
sosial antara lain : 
1. Berbentuk jejaring sosial  
Situs ini memungkinkan orang untuk membangun halaman web 
pribadi dan kemudian dapat terhubung dengan teman-teman. 
Dengan fasilitas ini dapat dipakai untuk berbagi konten dan 
komunikasi. Berdasarkan pengamatan banyak pihak terbukti 
jejaring social bentuk ini yang terbesar adalah facebook.  
2. Berbentuk Blog 
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Bentuk yang paling awal dan paling terkenal dari media sosial. 
Bentuk ini lebih di kenal dengan personal diary yang online. 
3. Berbentuk Wiki 
Bentuk kamus umum, website ini memungkinkan orang untuk 
menambahkan atau mengedit informasi yang ada. Jadi kamus 
umum ini bertindak sebagai database informasi terminologi umum. 
4. Berbentuk Podcast 
Bentuk Podcast adalah bentuk kumpulan file audio dan file video 
yang tersedia dengan berlangganan, melalui layanan seperti Apple 
iTtunes. Apple iTunes disini yang di maksudkan ialah sebuah 
aplikasi yang terdapat dalam perangkat misalnya android atau 
sejenisnya. 
5. Berbentuk Forum 
Bentuk untuk diskusi online, sering sekitar topik dan kepentingan 
tertentu. Forum muncul sebelum istilah “social media” dan 
merupakan elemen kuat dan populer komunitas online. 
6. Berbentuk Komunitas Konten 
Komunitas yang mengatur dan berbagi jenis konten tertentu. 
Kominitas konten yang paling populer cenderung membentuk 
forum/link. 
7. Berbentuk Microblogging 
28 
 
Bentuk jejaring social yang dikombinasikan dengan blogging, 
dimana Update didistribusikan secara online dan melalui jejaring 
telepon selular.
29
 
  Ada beberapa keunggulan media sosial antara lain merupakan sebuah 
alat yang dapat digunakan untuk mempublikasikan diri, pekerjaan, pendapat 
pribadi, kejadian sehari-hari dari diri sendiri.  Bagi perusahaan berarti 
menambah koneksi atau pun pelanggan dan calon pelanggan. Hal ini 
disebabkan koneksi berarti potensi untuk meraih pembeli dan selanjutnya dapat 
berarti potensi meningkatnya pendapatan bagi perusahaan. Selain tiu 
perusahaan dapat memperoleh informasi. Selain itu juga dalam kemudahan 
membuat grup dan membentuk komunitas. Dengan media sosial, berkomunikasi 
secara online dapat dilakukan dengan lebih murah dan mudah dari pada harus 
bertatap muka.  Kemudian kolaborasi dan komunikasi antar wilayah, benua 
(lintas batas) dapat dimungkinakan  dalam media sosial ini, hal tersebut berarti 
menghilangkan hambatan-hambatan bagi orang-orang yang ingin berhubungan 
dengan orang lain, tanpa memperhitungkan hambatan jarak, hambatan waktu, 
hambatan biaya, hambatan sosial budaya, termasuk hambatan gender dan usia. 
Salah satu bentuk media sosial adalah situs jejaring sosial yang berguna untuk 
memudahkan pencarian informasi tentang subjek dan objek apapun juga dan 
dari mana saja. 
30
 
 Selain keunggulan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait 
kekurangan dari media sosial, yaitu penyalahgunaan media sosial untuk 
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Andi Hamzah, Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer (Jakarta:Sinar Grafika,1996), 
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melakukan kejahatan, sebagai contoh pemalsuan identits untuk penipuan. 
Akan tetapi, baru-baru ini telah ada peraturan/undang-undang terkait dengan 
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sudah menaungi dan proses 
bisnis dan komunikasi sosial dalam dunia maya, termasuk media sosial ini. 
Dari beberapa penjelasan yang dapat dipahami dari pembahasan diatas maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa media sosial sebenarnya sangat bermanfaat 
bagi semua orang, namun dilihat lagi bagaimana para pengguna media sosial 
itu menggunakannya tergantung dari masing-masing pihak pengguna.   
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BAB III 
Penjatuhan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui 
Media Sosial dan Perspektif Hukum Islam 
A. Penjatuhan Sanksi Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial  
 Tindak pidana atau Moeljatno memberikan istilah ini dengan perbuatan pidana 
adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai 
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa pidana adalah perbuatan oleh suatu 
aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat 
bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan 
kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana 
ada hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan 
kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang 
lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang 
tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.
1
 
        Sebelum membicarakan keterkaitan antara hukum pidana dan Komputer, maka 
perlu dikemukakan di sini pengertian komputer secara sekilas dan populer. Istilah 
komputer berasal dari bahasa Inggris computer, yang kata dasarnya to compute yang 
berarti menghitung. Istilah komputer yang semula artinya penghitung, kemudian 
berkembang lebih luas karena istilah kalkulator khusus dipakai untuk mesin hitung, 
yang asal katanya to calculate. Istilah komputer (computer) yang semula dipakai 
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Djoko Prakoso, Hukum Penitentiere di Indonesia (Yogyakarta:Liberty,1988), h. 95.  
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untuk alat menghitung (voting) itu berkembang terus sesuai dengan kamajuan 
teknologi elektronik yang canggih.
2
 
       Komputer sebagai barang berwujud dan berharga sudah tentu dapat menjadi 
objek kejahatan. Kejahatan di sini adalah kejahatan biasa atau konvensional,seperti 
pencurian, perampokan, pencemaran, pembukaan rahasia, terorisme, mata-mata dan 
penggelapan. Jadi, di dalam pengertian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu komputer 
dapat menjadi objek, bukan media atau alat untuk melakukan kejahatan. Misalnya 
perbuatan mencuri perangkat komputer, merampok komputer, merusak komputer 
seperti membakar, memecah, menembak dan sebagainya. Bukan ini yang dimaksud 
dengan penyalahgunaan komputer. Namun penyalahgunaan komputer yaitu komputer 
menjadi alat atau media untuk melakukan kejahatan, seperti mencuri uang melalui 
komputer, membocorkan rahasia perusahaan dan lain sebagainya.
3
 
       Kecanggihan teknologi komputer telah memberikan kemudahan-kemudahan, 
terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi 
komputer menyebabkan munculnya juga jenis kejahatan-kejahatan baru. 
Penyalahgunaan dalam perkembangannya menimbulkan permasalahan yang cukup 
rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian tindak pidana (faktor yuridis). 
Apalagi penggunaan komputer untuk tindak kejahatan itu memiliki karakteristik 
tersendiri atau berbeda dengan kejahatan yang dilakukan tanpa menggunakan 
komputer. Perbuatan atau tindakan, pelaku, alat bukti ataupun barang bukti dalam 
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tindak pidana biasa dapat dengan mudah diidentifikasi, tidak demikian halnya untuk 
kejahatan yang dilakukan dengan komputer. 
4
 
       Salah satu isu dari cyberlaw yang semakin marak akhir-akhir ini adalah 
cybercrime atau kejahatan yang memiliki keterkaitan erat dengan teknologi 
informasi. Kejahatan yang terjadi melalui jaringan publik (internet) merupakan salah 
satu konsekuensi negatif dari suatu dunia yang tidak mengenal batas yurisdiksi. 
Kejahatan yang dikenal sebagai cybercrime atau computer crime di Indonesia, 
sebenarnya masih dapat ditangani dengan peraturan perundang-undangan pidana 
Indonesia yang masih berlaku KUHP dan sebagainya., namun seringkali timbul 
pertanyaan mengenai relevansi pengaturan tersebut dengan jenis kejahatan yang 
berkembang sekarang.
5
 
       Didalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik dan beberapa larangan yang berupa pidana menyatakan bahwa : 
1). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar 
kesusilaan. 
2). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat 
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan perjudian. 
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Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2004), h. 385.  
       
5
Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, h. 386.  
33 
 
3). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau membuat dapat 
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 
4). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau 
pengancaman.
6
  
Sedangkan dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi elektronik justru menegaskan dari pasal 27 menyatakan 
bahwa : 
(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyatakan berita bohong dan   
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi 
Elektronik. 
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang 
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau 
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar 
golongan.
7
  
Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik menyatakan bahwa : 
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1). Setiap dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer  
dan/atau sistem Elektronik orang lain dengan cara apapun. 
2). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses 
komputer dan/atau sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk 
memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. 
3). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses 
komputer dan/atau sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, 
menerobos,melampaui,atau menjebol sistem elektronik tertentu milik orang 
lain. 
8
 
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik menyatakan bahwa : 
1). Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum melakukan 
interpensi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik dalam suatu komputer dan/atau system elektronik tertentu milik 
orang lain. 
2). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan 
interpensi atau penyadapan atas Informasi elektrinik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang bersifat public dari, ke, dan didalam suatu computer dan/atau 
system elektronik tertentu milik orang lain, baik yang dapat menyebabkan 
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Elektronik,  h. 160. 
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adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
9
  
Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), interpensi 
yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, 
kejaksaan,dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan 
Undang-Undang.
10
 
Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik menyatakan bahwa : 
1). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa 
pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, 
menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik. 
2). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa 
pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik kepada system Elektronik orang lain yang tidak berhak. 
3). Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan 
terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
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bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang 
tidak sebagaimana mestinya.
11
 
B. Penjatuhan Sanksi Terhadap tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam 
Perspektif Hukum Islam 
Sanksi pidana pencemaran nama baik adalah suatu keputusan yang 
dijatuhkan oleh hakim pada siding pengadilan seseorang yang melakukan 
perbuatan menghina, menyerang nama baik atau kehormatan orang lain, dan 
menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun 
tertulis. Mengenai sanksi pidana diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-
Undang Hukum pidana yang berbunyi sebagai berikut
12
 : 
a. Pidana pokok, terdiri atas : 
1. Pidana mati 
2. Pidana penjara 
3. Pidana kurungan 
4. Pidana denda 
5. Pidana tutupan. 
b. Pidana tambahan, terdiri atas : 
1. Pencabutan hak-hak tertentu 
2. Perampasan barang-barang tertentu 
3. Pengumuman putusan hakim 
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Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana ketentuan hukum pidana 
terhadap tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 ayat (1) kitab 
Undang-Undang hukum pidana menyatakan:  
Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik 
seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu 
diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 
(Sembilan) atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,00 ( empat ribu lima ratus 
rupiah).
13
 
Delik penghinaan sebagaimana dimuat dalam pasal 310 ayat (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana ditujukan untuk perbuatan yang dilakukan oleh 
semua orang, tidak ditujukan untuk subjek hukum tertentu atau untuk profesi 
tertentu. Oleh sebab itu, pelanggaran larangan dalam pasal tersebut adalah siapa saja. 
Terhadap pasal yang memuat larangan untuk melakukan penghinaan (tindak pidana 
penghinaan) ditujukan untuk melindungi “kehormatan nama baik” seseorang dan 
mendorong agar setiap orang menghormati atau memperlakukan secara terhormat 
terhadap orang lain sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia dan 
kemanusiaan.Unsur jarimah (tindak pidana) dalam kejahatan Qadzaf ini ada tiga : 
(1).Menuduh zina atau mengingkari nasab. (2). Orang yang dituduh itu muhsan, 
bukan pezina. (3). Ada itikad jahat atau niat melawan hukum. Orang yang menuduh 
zina itu harus membuktikan kebenaran tuduhannya.
14
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1. Menuduh zina atau mengingkari nasab, unsur ini dapat terpenuhi apabila pelaku 
menuduh korban  dengan tuduhan melakukan perbuatan zina atau tuduhan 
menghilangkan nasabnya, dan (pelaku penuduh) tidak mampu membuktikan 
kebenaran apa yang dituduhkannya. Dengan demikian jika ada kalimat yang 
yang berisi tuduhan zina atau menghilangkan nasabnya maka pelaku (penuduh) 
tidak dihukum dengan hukuman had melainkan dihukum dengan hukuman 
ta’zir.15 Tuduhan yang pelakunya dikenai hukuman had harus memenuhi syarat 
sebagai berikut : 
a. kata-kata tuduhan harus jelas dan tegas (sarih), yaitu tidak mengandung 
pengertian lain selain tuduhan zina. Apabila tuduhan zina itu tidak jelas, maka 
tuduhan itu disebut dengan kinayah (sindiran). Qadzaf  dengan kinayah, 
hukumannya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Imam Abu Hanifah dan 
salah satu riwayat dari Mazhab Hambali, pelaku tidak dikenai hukuman had, 
melainkan hukuman ta’zir. Sedangkan menurut syafi’i, apabila dengan tuduhan 
kinayah itu diniatkan sebagai qadzaf , maka penuduh dikenai hukuman had. 
Menurut Imam Malik, apabila kata-kata kinayah bisa diartikan qadzaf  atau ada 
tanda yang menunjukkan bahwa pelaku sengaja menuduh, maka ia dikenai 
hukuman had.
16
  
b. orang yang dituduh harus tertentu. Apabila orang yang dituduh itu tidak diketahui, 
maka penuduh tidak dikenai hukuman had. 
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c.  tuduhan harus mutlak, tidak dikaitkan dengan syarat dan tidak disandarkan 
dengan waktu tertentu. Apabila tuduhan itu dikaitkan dengan waktu tertentu atau 
disandarkan kepada masa yang akan datang maka penuduh tidak dikenai 
hukuman had. 
d. Imam Abu Hanifah mensyaratkan terjadinya tuduhan tersebut di Negara Islam. 
Apabila tuduhan itu terjadi di Darul Harbi, maka penuduh tidak dikenai 
hukuman had. Akan tetapi imam-imam yang lain tidak memberi syarat seperti 
itu. 
  Tuduhan zina itu harus diucapkan dalam bahasa yang tegas (eksplisit), seperti 
“Hai Pezina” atau “Aku telah melihatmu berzina” sementara itu, terhadap tuduhan 
yang berupa sindiran harus ada bukti-bukti lain yang menunjukkan maksud 
qadzaf. Untuk menuduh zina tidak disyaratkan menggunakan kata-kata tuduhan, 
tetapi cukup dengan membenarkan tuduhan. 
2. Orang yang dituduh harus orang Muhsan 
  Dasar hukum seperti yang tersebut dalam al-Qur’an Surah An-Nur ayat 4 dan 
Surah an-Nur ayat 23 seperti dalam uraian tersebut, merupakan landasan normatif 
tentang kejahatan qadzaf. Ayat pertama al-Qur’an surah an-Nur ayat (4) yang 
dimaksud dengan Ihsan adalah bersih dari zina, menurut satu pendapat lain yaitu 
merdeka. Sedangkan menurut ayat kedua (surah an-Nur ayat 23) Ihsan diartikan 
merdeka dan lengah yang artinya bersih dan yang berarti muslimah. Dari dua ayat 
itu fuqaha mengambil kesimpulan bahwa imam (Islam), merdeka dan iffah 
(bersih) merupakan syarat-syarat ihsan bagi maqdzuf (orang yang dituduh). 
Disamping ketiga syarat-syarat tersebut , terdapat syarat ihsan yang lain, yaitu 
40 
 
baligh dan berakal. Illat dari dua syarat ini bagi maqduf (orang yang dituduh) 
adalah karena zina tidak mungkin terjadi kecuali dari orang yang baligh dan 
berakal.
17
 
3. Adanya niat yang melawan hukum. Unsur melawan hukum dalam tindak pidana 
qadzaf  dapat terpenuhi apabila seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan 
zina atau menghilangkan nasabnya, padahal ia tahu bahwa yang dituduhkannya 
tidak benar. Seseorang dianggap mengetahui ketidakbenaran tuduhannya apabila 
ia tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhannya.
18
  
 
Jadi menurut saya dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
penjatuhan sanksi terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu 
mengarah kepada perbuatan pidana dimana berkaitan antara hukum pidana dan 
komputer yaitu terdapat dalam pasal 27 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sedangkan Penjatuhan sanksi terhadap 
pencemaran nama baik ialah suatu keputusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam 
suatu sidang di pengadilan. Adapun tindakan pencemaran nama baik dalam perspektif  
hukum Islam yaitu menuduh zina dimana disini dijelaskan bahwa tindakan tersebut 
ialah suatu unsur jarimah atau tindak pidana dalam Islam. 
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BAB IV 
Analisis Perbandingan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media 
Sosial menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 
A. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Positif 
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik 
  Istilah yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap 
kehormatan adalah tindak pidana “Penghinaan”.1 Dipandang dari sisi sarana atau 
obyek Delicti, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni 
melindungi “ kehormatan”, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat. 
Tetapi jika dipandang dari sisi feit atau perbuatan maka tindak pidana tidak keliru. 
Maksudnya “kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap 
manusia, dengan demikian hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan 
nama baik. 
Dalam hidup ini, setiap manusia menghendaki martabat, kehormatannya 
terjaga, seperti halnya jiwa, kehormatan, dan nama baik seperti manusia juga harus 
dilindungi. Bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana pasal 310 dan pasal 311 secara terang mengancam dengan 
pidana penjara dan denda bagi seseorang yang dengan sengaja menuduh orang lain 
melakukan suatu hal. Namun, upaya terhadap perlindungan terhadap martabat 
manusia tersebut ternyata belum dapat terealisasi secara berarti.
2
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Menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan 
menyerang kehormatan dan nama baik seseorang
3
. Pencemaran nama baik 
merupakan salah satu bentuk ‘pembunuhan karakter” yang dapat dikategorikan 
sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia 
merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana 
mengakomodasinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.        
Penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang adalah ketentuan hukum 
yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarkan 
secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan fitnah yang diucapkan disebut 
slinder. Fitnah lazimnya merupakan kasus delik aduan, maksudnya seseorang yang 
nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan negeri, dan jika 
memang bisa mendapatkan ganti rugi. Pidana penjara juga bisa diterapkan kepada 
pihak yang melakukan pencemaran nama baik.
4
  
Tindak pidana penghinaan ini hanya dapat dituntut atas pengaduan orang 
yang dihina, merupakan pembatas konkret dari penuntutan tetapi justru rasa 
subjektif dari korban inilah yang mungkin menimbulkan keragu-raguan bagi 
pengecut, penntut, atau pemutus perkara, apakah benar ada penghinaan atau tidak.
5
       
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketentuan pidana terhadap 
tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-
undang Hukum Pidana yang menyatakan : 
                                                          
       
3
R.Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya,(Surabaya: Usaha Nasional,1981), h. 330. 
       
4
Hamzah Hasan, Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam, h. 147. 
       
5
Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia (cet.III;Bandung: PT Refika 
Aditama’,2010), h. 102-103.  
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“Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik 
seseorang dengan menuduh suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu 
diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana denda paling lama 9 
(Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,00 (empat ribu lima 
ratus rupiah).
6
        
Berdasarkan pasal diatas, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan 
dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan 
maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). perbuatan yang 
dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, 
menggelapkan, berzina dan sebagainya. Perbuatan tersebut cukup perbuatan biasa, 
yang sudah tentu merupakan perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa 
seseorang telah berselingkuh. Dalam hal ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, 
akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Tuduhan 
tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau 
gambar, maka penghinaan itu dinamakan menista atau menghina dengan surat 
(secara tertulis) dan dapat dikenakan pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana.          
Dalam KUHP, seseorang dianggap telah mencemarkan nama baik orang lain 
ketika seseorang tersebut dengan sengaja dan dengan bertujuan agar sesuatu hal yang 
berkaitan dengan kehormatan atau nama baik seseorang yang diketahuinya itu agar 
diketahui oleh orang lain.
7
 KUHP menguraikan secara jelas tentang pencemaran 
                                                          
       
6
Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata (KUHP,KUHAP,& 
KUHPdt) (Cet.I;Jakarta : Visimedia,2008), h. 77. 
       
7
Leden marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan:Pengertian dan Penerapan, h. 12. 
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nama baik yang merupakan delik aduan, yaitu seperti tercantum dalam pasal 310 ayat 
1 sampai 3, peristiwa pidana yang merupakan penghinaan adalah perbuatan fitnah 
yang menjatuhkan kedudukan, martabat, dan nama baik seseorang dengan menuduh 
sesuatu hal. Yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum. Perbuatan 
penghinaan ini diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan dan/atau denda 
paling banyak tiga ratus rupiah.
8
 
Adapun perbuatan yang dikategorikan sebagai Pencemaran nama Baik  
adalah: 
a. Penghinaan di muka umum 
Melakukan penghinaan ataupun tindakan tindakan lain yang menjatuhkan 
martabat orang lain dimuka umum. Penghinaan di muka umum dianggap sebagai 
tindakan yang tidak sopan, melanggar kesusilaan, dan merusak kerukunan. Oleh 
karena itu tindakan pencemaran nama baik perlu di beri sanksi. Istilah di muka 
umum tidak berarti selalu di tempat umum, tetapi juga dapat meliputi satu rumah 
kediaman dengan dihadiri banyak orang. Sebaliknya apakah penghinaan diucapkan 
di tempat umum, tetap hanya terhadap seoramg saja, bukan orang yang dihina dan 
tidak dimaksudkan agar disampaikan kepada orang itu, maka tidak tindak pidana 
ini.
9
 
b. Penghinaan di muka orangnya sendiri 
ini meliputi pengucapan dengan telepon langsung kepada orang yang dihina 
karena praktis tidak ada perbedaan dengan face to face. Mengenai penghinaan 
dengan perbuatan, jadi tanpa mengucapkan satu kata pun, mungkin ada banyak 
                                                          
       
8
Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia (Bandung:Pustaka Pelajar,1992), h. 127. 
       
9
Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, h. 103. 
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pendapat yang berlainan, sampai di mana perbuatan ini merupakan penghinaan. 
Barangkali, seseorang dengan tertawa saja sudah menyinggung orang yang merasa 
ditertawakan. 
10
 
 
2. Jenis-Jenis Pencemaran 
Adapun jenis-jenis penghinaan atau pencemaran nama baik menurut R. 
Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 6 (enam) macam yaitu :    
a. Menista Secara Lisan (Smaad) 
 Perkataan menista berasal dari kata nista. Sebagian pakar mempergunakan 
kata celaan. Kata menista pada umumnya orang berpendapat bahwa hal tersebut 
merupakan tindak pidana. Menista diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (1) 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : 
Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang 
dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui 
umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 
(Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima 
ratus rupiah).
11
 
b. Menista dengan surat atau tertulis (smaadschrift) 
   Menista secara surat atau tertulis diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (2)  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : 
Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yan disiarkan, diperuntukkan atau 
ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan 
                                                          
       
10
Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, h. 105. 
       
11
Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata, h. 76-77. 
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pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah. 
c. Memfitnah (laster) 
Memfitnah adalah jika tuduhan itu diminta untuk dibuktikan kebenarannya oleh 
hakim. Tetapi terdakwa tidak membuktikannya dan bertentangan dengan yang 
diketahui.  Ketentuan hakim untuk meneliti kebenaran tuduhan pelaku terhadap 
korban juga dapat diadakan apabila korban adalah pegawai negeri, dan dia 
dituduh melakukan suatu perbuatan tercela dalam menjalankan jabatan. 
Konsekuensi dari ketentuan hakim adalah pemeriksaan prkara beralih kepada 
tindak pidana memfitnah dalam pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana.  
 Maksudnya dalam hal itu pelaku harus membuktikan kebenaran tuduhannya. 
Jika dia gagal, dianggap tuduhan itu dilakukan dengan kebohongan dari tuduhan 
itu, maka dia dapat dihukum karena memfitnah dengan sanksi pidana yang lebih 
berat, yaitu maksimum empat tahun penjara. 
d. Penghinaan ringan (eenvoudige belediging) 
Dalam kamus bahasa Belanda kata eenvoudige maksudnya sederhana, 
bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan penghinaan 
biasa
12
. Penghinaan ringan diaur dalam pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana yang sebagai berikut : 
Tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista dengan surat yang  
dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau dengan 
surat, baik dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan 
                                                          
       
12
Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan:Pengertian dan Penerapan, h. 41. 
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(feitelijkheid), ataupun dengan surat dan diancam dengan hukuman penjara 
paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus ribu. 
e. Mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht) 
Mengadu secara memfitnah diatur diancam dalam pasal 317 Kitab Undang-
Undang Hukum Piana, yang berbunyi : 
Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu 
kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang 
seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang, diancam telah 
melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun, 
pencabutan hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan.
13
 
f. Tuduhan secara memfitnah (lasterlijke verdachtmakng) 
Tuduhan scara memfitnah diatur dan diancam dalam pasal 318 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, yang berbunyi : 
Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu 
persangkaan terhadap seseorang bahwa ia telah melakukan suatu delik, diancam 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pencabutan hak berdasarkan 
pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan.
14
 
 
3. Pasal Tentang Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik 
Adapun pasal-pasal yang yang merupakan penghinaan atau pencemaran nama 
baik di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu 
15
: 
a. Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP 
                                                          
       
13
Hamzah Hasan, Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam, h. 160. 
       
14
Hamzah Hasan, Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam, h. 160. 
       
15
Hamzah Hasan, Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam, h. 156. 
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Penghinaan terhadap presiden dan Wakil Presiden, dengan cara menyiarkan, 
menunjukkan, menempelkan di muka umum, diancam pidana penjara enam 
tahun. 
b. Pasal 142 KUHP 
Penghinaan terhadap Raja/Kepala Negara Sahabat, diancam pidana penjara lima 
tahun. 
c. Pasal 143 dan Pasal 144 KUHP  
Penghinaan terhadap wakil Negara Asing, diancam pidana penjara lima tahun. 
d. Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 KUHP 
Penghinaan terhadap Penguasa dan Badan Usaha Umum diancam pidana penjara 
enam tahun. 
e. Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, dan pasal 316 KUHP 
Penyerang/ pencemaran kehormatan atau nama baik seseorang, tuduhan dengan 
tulisan, diancam pidana penjara Sembilan bulan, dan enam belas bulan.  
f. Pasal 317 KUHP  
Fitnah pemberitahuan palsu, pengaduan palsu, diancam pidana penjara empat 
tahun. 
g. Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP 
Penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap orang mati, diancam pidana 
penjara empat bulan. 
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B. Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik 
Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu hukum dan Islam. Hukum berasal 
dari Al-hukm yang berarti menetapkan sesuatu yang meniadakannya. Secara bahasa, 
Al-hukm juga mempunyai pengertian Al-qada’(Ketetapan) dan Al-mani’ 
(Pencegahan). Sedangkan Ulama Ushul fiqh mendefinisikan hukum dengan : “ 
tuntunan Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan Mukallaf, baik berupa 
tuntutan pemilikan atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, penghalang sah, 
batal, rukhsah atau azima.
16
 Sedangkan Islam Berasal dari kata Islamu yang artinya 
selamat sejahtera. Jadi Islam adalah agama yang diwahyukan Allah SWT kepada nabi 
Muhammad SAW sebagai pedoman dan tuntutan dalam menjalankan kehidupan 
didunia. Namun secara bahasa Islam diartikan dengan pengerahan diri sepenuhnya 
kepada Allah SWT Yang Maha Esa sebagai perlambangan kepatuhan dan 
ketundukkan kepadaNya.
17
 
Dalam hukum Islam sebagai rahmatan lil alamin, pada prinsipnya telah 
menjaga dan menjamin akan kehormatan setiap manusia juga mengharuskan untuk 
menjaga kehormatan saudara-saudaranya, seperti memberi sanksi kepada seseorang 
yang menuduh oarng lain melakukan zina tanpa dapat menunjukkan bukti yang 
ditentukan dalam hukum Islam. Terdapat dalam QS al-Nur/24:4. Allah Swt. 
Berfirman :  
                                                          
       
16
Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: PT.citra Aditya Bakti,2000) ,h. 72 
       
17
Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia,h. 73. 
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                            
                      
Terjemahnya:  
 Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat  
zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah 
mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali (80) dera, dan janganlah 
kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka Itulah 
orang-orang yang fasik.
18
 
 Ayat diatas menerangkan katentuan hukuman delapan puluh kali dera bagi 
orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang suci dan muslimah 
dengan tuduhan berbuat zina tanpa sanggup mendatangka empat orang saksi yang 
membenarkan tuduhannya itu.
19
     
 Kenyataan ini masih banyak kasus-kasus dan pengaduan terkait tindak pidana 
pencemaran terhadap nama baik dan kehormatan yang disertai bukti-bukti yang 
menunjukkan akan tindak kejahatan ini. Di antara bentuk tindakan pencemaran nama 
baik adalah menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud 
supaya orang yang dituduh itu tercemar nama baiknya.
20
  Kasus-kasus pencemaran 
nama baik telah menyita perhatian masyarakat luas. Rasa keadilan masyarakat terusik 
sehingga masyarakat pun bereaksi. Pasal-pasal tentang pencemaran nama baik sering 
dianggap disalahgunakan untuk menutupi suatu kejahatan. Ada beberapa hal yang 
perlu diketahui,khususnya bagi masyarakat awam, berkaitan dengan pencemaran 
                                                          
       
18
Kementrian Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT SinergiPustaka Indonesia, 
2012), h. 350. 
       
19
Ibnu Katsir, Al-Misbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiiri Ibni Katsir, terj. Abu Ihsan al-Atsari, 
Shahih Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta:pustaka ibnu katsir,2011),  h. 586 
       
20
Hamzah Hasan, Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam.(Makassar:Alauddin 
University  Press,2012), h. 146. 
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nama baik. Pencemaran nama baik sebenarnya  memiliki nilai positif yang mengakar 
pada budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia yang menganut budaya timur dikenal 
sebagai masyarakat yang sopan dan ramah demi menjaga kerukunan. 
 Seseorang yang menyampaikan pendapat atau kritikan secara lisan atau 
tertulis tidak dapat begitu saja dijerat dengan pencemaran nama baik dan dijatuhi 
pidana karena perbuatannya. Hal tersebut disebabkan karena penyampaian pendapat 
atau kritikan tersebut bisa saja merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang 
dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya saja pasal 310 
ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa “tidak 
merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, bila perbuatan itu jelas dilakukan 
demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”. 21          
Menurut Anwar Haryono dalam bukunya : “ Hukum Islam Keluasan dan 
Keadilan”. Hukum yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad 
SAW yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mengetahui dengan sebaik-baiknya 
hubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia.
22
 Qadzaf atau fitnah 
merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seseorang dengan bohong menuduh 
seorang muslim berzina atau meragukan silsilahnya, ia merupakan kejahatan yang 
besar dalam Islam dan yang melakukan disebut pelanggar yang berdosa.
23
 
Pengertian qadzaf yang dikemukakan oleh Madzhab Maliki bahwa tuduhan 
zina ialah menuduh orang yang baik-baik melakukan perbuatan zina. Dengan 
demikian pengertian tuduhan zina adalah menuduh orang yang baik-baik melakukan 
                                                          
       
21
Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam, h. 147. 
       
22
Anwar Haryono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilan (Jakarta:Bulan Bintang,1968), h. 18. 
       
23
Abdur Rahman I Doi Ph.D, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT Rineka 
Cipta,1992), h. 48. 
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perbuatan zina. Perbuatan ini diharamkan oleh Allah SWT dalam rangka memelihara 
kehormatan manusia,terutama jika tuduhan zina itu ditujukan kepada orang baik dan 
punya kedudukan mulia di tengah-tengah masyarakat.
24
 Oleh karena itu tuduhan zina 
yang tidak terbukti dianggap sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Dalam 
hukum Islam perbuatan seperti ini dapat diancam dengan hukuman berat, yaitu 
hukuman 80 kali dera.  
Demikian juga pezina atau berkata saya telah melihat berzina atau berbuat 
keji baik zina maupun liwat ditegaskan dalam ayat Al-Quran terdapat dalam QS an-
Nur/24:23 Allah Swt. Berfirman  
                            
       
Terjemahnya : 
Sesungguhnya orang yang menuduh wanita baik-baik, yang lengah 
lagi beriman (berbuat zina), mereka akan melakukan perbuatan yang 
kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.
25
 
Maksud dari ayat di atas dengan wanita-wanita yang lengah ialah wanita-
wanita yang tidak pernah sekali juga teringat oleh mereka akan melakukan 
perbuatan yang keji itu. Korban dari kejahatan tuduhan palsu zina ini bisa 
perempuan dan bisa laki-laki. Perempuan yang baik-baik dinyatakan secara jelas 
ayat sebagai contoh karena tuduhan palsu terhadap perempuan lebih serius dan lebih 
kejam sifatnya ketimbang tuduhan palsu terhadap laki-laki. Ulama berbeda pendapat 
tentang apakah qadzaf itu merupakan tindak pidana aduan atau bukan, As-syafi’I 
                                                          
       
24
Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam, h. 153. 
       
25
Kementrian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya,  h. 352. 
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berpendapat bahwa qadzaf adalah tindak pidana aduan yang sepenuhnya hak korban 
pencemaran (huquq al-Ibad). Konsekuensinya hakim tidak akan mengadili pelaku 
qadzaf tanpa aduan dari korban, sementara hukuman dan dosanya akan gugur sendiri 
jika korban telah memaafkannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam KUHP 
tentang pencemaran nama baik sebagai delik aduan.
26
 
Menurut Abu Hanifa qadzaf merupakan tindak pidana tanpa aduan dan 
merupakan hak Allah SWT (huquq Allah). Konsekuensinya ialah bahwa hakim harus 
mengadili pelakunya meskipun tanpa pengaduan dari korban, dan hukumannya tidak 
gugur meskipun korban memaafkannya, hanya Allah yang dapat menerima tobat, jika 
pelakunya bertobat.
27
 
Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik dapat 
kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT 
mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti jarimah qadzaf, maupun 
yang bersifat Ta’zir, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain 
dan sebagainya.
28
 Hukum Pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak 
terpidana mengacu pada Al-Quran yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu 
perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan tersebut. Islam memasukkan 
pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan 
pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk trhadap hak-
hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya 
karena hukum islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.
29
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 Maka hukum Islam menetapkan hukuman Hudud bagi pelaku qadzaf, juga 
menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan 
kehormatan manusia yaitu berupa hukuman Ta’zir yang pelaksanaan hukumannya 
diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan 
yudikatif.
30
 Selain menetapkan hukuman seperti tersebut diatas, Islam juga 
mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka 
diakhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan nama baik seorang 
hambanya.
31
 
2. Jenis- Jenis Pencemaran 
Adapun jenis-jenis penghinaan atau pencemaran nama baik menurut R. 
Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 6 (enam) macam yaitu :    
a. Menista Secara Lisan (Smaad) 
 Perkataan menista berasal dari kata nista. Sebagian pakar mempergunakan 
kata celaan. Kata menista pada umumnya orang berpendapat bahwa hal tersebut 
merupakan tindak pidana. Menista diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (1) 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : 
Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang 
dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui 
umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 
(Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima 
ratus rupiah).
32
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b. Menista dengan surat atau tertulis (smaadschrift) 
   Menista secara surat atau tertulis diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (2)  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : 
Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yan disiarkan, diperuntukkan atau 
ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan 
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah. 
c. Memfitnah (laster) 
Memfitnah adalah jika tuduhan itu diminta untuk dibuktikan kebenarannya oleh 
hakim. Tetapi terdakwa tidak membuktikannya dan bertentangan dengan yang 
diketahui.  Ketentuan hakim untuk meneliti kebenaran tuduhan pelaku terhadap 
korban juga dapat diadakan apabila korban adalah pegawai negeri, dan dia 
dituduh melakukan suatu perbuatan tercela dalam menjalankan jabatan. 
Konsekuensi dari ketentuan hakim adalah pemeriksaan prkara beralih kepada 
tindak pidana memfitnah dalam pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana.  
Maksudnya dalam hal itu pelaku harus membuktikan kebenaran tuduhannya. 
Jika dia gagal, dianggap tuduhan itu dilakukan dengan kebohongan dari tuduhan 
itu, maka dia dapat dihukum karena memfitnah dengan sanksi pidana yang lebih 
berat, yaitu maksimum empat tahun penjara. 
d. Penghinaan ringan (eenvoudige belediging) 
Dalam kamus bahasa Belanda kata eenvoudige maksudnya sederhana, 
bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan penghinaan 
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biasa
33
. Penghinaan ringan diaur dalam pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana yang sebagai berikut : 
Tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista dengan surat yang  
dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau dengan 
surat, baik dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan 
(feitelijkheid), ataupun dengan surat dan diancam dengan hukuman penjara 
paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus ribu. 
e. Mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht) 
Mengadu secara memfitnah diatur diancam dalam pasal 317 Kitab Undang-
Undang Hukum Piana, yang berbunyi : 
Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu 
kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang 
seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang, diancam telah 
melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun, 
pencabutan hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan.
34
 
f. Tuduhan secara memfitnah (lasterlijke verdachtmakng) 
Tuduhan scara memfitnah diatur dan diancam dalam pasal 318 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, yang berbunyi : 
Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu 
persangkaan terhadap seseorang bahwa ia telah melakukan suatu delik, diancam 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pencabutan hak berdasarkan 
pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan.
35
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3. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik 
Adapun dasar hukum pencemaran nama baik terdapat dalam QS al-
Hujurat/11:12 Allah Swt. Berfirman  
                                
                         
                              
                        
                         
        
Terjemahnya:  
11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 
merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik 
dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan 
lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka 
mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang 
mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk 
sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah 
orang-orang yang zalim. 
12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka 
(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah 
mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. 
Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang 
sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha 
Penyayang.
36
 
Maksud dari ayat tersebut ialah ayat 11 yaitu Jangan mencela dirimu sendiri 
Maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karena orang-orang mukmin seperti 
satu tubuh. Maksudnya itulah dunia yang memiliki etika psikologis menyangkut 
perasaan sebagian orang terhadap yang lain. Itulah dunia yang memiliki etika 
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berperilaku tatkala berinteraksi kepada hamba.
37
 Sedangkan ayat 12 yaitu Panggilan 
yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan 
kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan 
sebagainya. Maksudnya itulah dunia yang memiliki gagasan sempurna tentang 
persatuan umat manusia yang berbeda jenis dan berlainan suku. Dunia ini memiliki 
satu pertimbangan yang berfungsi menata seluruh umat manusia, yaitu pertimbangan 
Allah yang bersih dari kepentingan hawa nafsu dan dari kekeliruan.
38
 
 Adapun hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut ialah : 
Ayat 11 dari Abu Jubair Dhahak r.a menegaskan bahwa ayat ini diturunkan 
berkenaan dengan “seorang yang dipanggil dengan nama tertentu, agar orang itu 
tidak senang dengan panggilan itu.” Maka Rasulullah SAW Bersabda :  
   ا  ن  هالل  هل  هي  ن  ظ  ر   إ هل  ص ى هو  ر  ك  م  هو هأ  م هو  لا  ك  م  هو هل  ك  ن  هي  ن  ظ  ر   إ هل  ق ى  ل  و  ب  ك  م  هو هأ  ع هم  لا  ك  م  هاور(
)ملسم
39  
 
Artinya: 
Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupamu dan harta 
kekayaanmu, akan tetapi Ia memandang kepada hatimu dan perbuatanmu. 
(Riwayat Muslim). 
 
Hadis ini mengandung isyarat bahwa seorang hamba Allah jangan 
memastikan kebaikan atau keburukan seseorang semata-mata karena melihat kepada 
amal perbuatannya saja, sebab ada kemungkinan seorang Nampak mengerjakan amal 
kebaikan, padahal Allah SWT melihat di dalam hatinya ada sifat yang tercela, dan 
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sebaliknya pula mungkin ada seorang yang kelihatan melakukan suatu yang nampak 
buruk, akan tetapi Allah SWT melihat dalam hatinya ada rasa penyesalan yang besar 
yang mendorong kepadanya bertaubat dari dosanya. Maka amal  perbuatan yang 
nampak di luar itu, hanya merupakan tanda-tanda saja yang menimbulkan sangkaan 
yang kuat, tetapi belum sampai ke tingkat meyakinkan. Maka Allah SWT melarang 
orang-orang mukmin memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang buruk 
setelah mereka beriman.
40
 
Ayat 12 Diriwayatkan oleh Malik dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW 
Bersabda : 
 ، او د هسا هحهت ل هو ، او سهفاهنهت ل هو ، او سَّس هجهت ل هو ،  ثي د هح لا  بهذ  كهأ َّنَّظلا َّن إهف َّنَّظلا هو  م  كاَّي إ
ا هدهت ل هو ، او  ضهغاهبهت ل هوًانا هو  خ إ  َّالل هداهب  ع او نو ك هو ، او  رهب )هيلع قفتم(
41
 
Artinya: 
Jauhilah prasangaka karena prasangka itu adalah cerita yang paling dusta, 
dan janganlah kamu saling memaki, saling mencari kesalahan, saling 
membannggakan, saling ber iri, saling membenci, dan jadilah kamu hamba-
hamba Allah yang bersaudara. ( Muttafakun Alaih)  
 Hadis ini mengandung bahwa janganlah kamu berprasangka buruk kepada 
orang lain dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain serta menggunjing atau 
membicarakan aib orang lain dan Allah menyuruh hamba-hambanya bertaqwa 
kepada Allah serta bertaubat atas segala kesalahan-kesalahannya karena Allah 
penerima taubat dan lagi maha penyayang.
42
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 Menurut saya dari pembahasan diatas sudah jelas bahwa analisis perbandingan 
antara pencemaran nama baik meurut hukum Positif dan pencemaran nama baik 
menurut hukum Islam berbeda. Dimana bahwa hukum Positif merupakan perbuatan 
menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Sedangkan dalam hukum Islam 
pencemaran nama baik pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan 
kehormatan saudara-saudaranya, seperti memberi sanksi kepada seseorang yang 
menuduh orang lain melakukan zina.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. a. Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Positif 
     Dalam hidup ini setiap manusia menghendaki martabat, kehormatannya 
terjaga, seperti halnya jiwa, kehormatannya dan nama baik seperti manusia 
juga harus dilindungi. Bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Dalam 
kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 310 dan pasal 311. 
Secara terang mengancam dengan pidana penjara dan denda bagi seorang 
yang dengan sengaja menuduh orang lain melakukan suatu tindakan pidana. 
Menurut pengertian umum pengertian pencemaran nama baik merupakan 
perbuatan menyerang kehormatandan nama baik seseorang. Pencemaran nama 
baik merupakan salah satu bentuk pembunuhan karakter yang dapat 
dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak 
Asasi Manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum 
pidana mengakomodasinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang adalah ketentuan hukum 
yang paling sering digunakan untuk melawan media sosial. 
b. Pencemaran Nama Baik  Menurut Hukum Islam 
Di sini sangat jelas bahwa, syariat Islam diturunkan sebagai petunjuk bagi 
manusia agar mereka selamat, tentram dalam menjalani kehidupan di dunia. 
Syariat tersebut berisi aturan-aturan yang pada dasarnya untuk memuliakan 
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manusia. Hal ini terlihat bagaimana syariat Islam mengajarkan sesuai pesannya 
dalam al-Quran dan Hadis agar saling menghargai dan menghormati 
kehormatan saudaranya. Menutupi aib yang ada dalam dirinya serta tidak 
mensiarkan kemaksiatan yang dilakukan, demi menjaga kehormata, nama 
baiknya. Meskipun apa yang disiarkan itu merupakan kenyataan. Apalagi 
menyiarkan kejelekan-kejelekan orang lain yang tidak terbukti kebenarannya 
secara sengaja. Besarnya perhatian Islam akan hal ini dibuktikan ketegasannya 
dalam menerapkan hukuman bagi pelaku yang terbukti melakukan penghinaan 
terhadap kehormatan dan nama baik seseorang. 
2. Sanksi Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE   
pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi elektronik menyatakan bahwa : 
(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyatakan berita bohong dan   
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi 
Elektronik. 
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang 
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau 
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar 
golongan. 
3. Sanksi Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Islam 
 Islam memandang perbuatan pencemaran nama baik sebagai tindak 
pidana yang harus dihukum, karena akibat dari perbuatan tersebut 
63 
 
 
 
menyebabkan nama baik, kehormatan orang lain tercemar dan rusak. 
Perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalamnya berupa penghinaan, 
menuduh wanita baik-baik atau laki-laki baik-baik berzina (Qadzaf), ghibah 
(menyebutkan hal-hal yang tidak disukai saudaranya), membuka aib 
saudaranya, dan member gelar buruk. 
Semua perbuatan tersebut dilarang oleh Syara’ dan mendapat 
hukuman sesuai ketentuan dalam al-Quran dan Hadis. Dalam pembuktiannya 
keterangan dari saksi ataupun pengakuan dapat diterima di pengadilan. 
Termasuk menerima pengakuan atas dasar penghinaan walaupun ia hanya 
mendengar dari keterangan orang lain. Adapun jenis sanksi dalam hukum 
pidana Islam terdiri dari sanksi yang terberat dan yang ringan. Yang 
termasuk kategori terberat yaitu menuduh wanita baik-baik zina berupa 
hukuman dera sebanyak delapan puluh (80) kali dan tidak menerima 
kesaksian atau mempercayai pernyataannya untuk selama-lamanya. 
Sedangkan yang ringan yaitu seperti menghina, memberi gelar yang buruk, 
ghibah, membuka aib hukumannya berupa ta’zir, yakni diserahkan kepada 
ulil amri untuk diberi sanksi yang bersifat pendidikan, karena al-Quran dan 
Hadis tidak menentukan hukuman secara khusus atau hukuman pokoknya. 
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B. Saran  
      Dari hasil kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran-saran penulis adalah 
sebagai berikut : 
1. Pada pelaksanaan hukuman, dalam hukum pidana Islam yang berupa 
ta’zir, belum tersusun secara sistematis. Baik secara teknis maupun 
pelaksanannya. 
2. Dibutuhkan klarifikasi atas pasal-pasal dalam KUHP, tentang tuduhan dan 
penghinaan yang mengarah kepada penguasa negeri, badan umum dan 
sebagainya, sehingga tidak terjadi diskriminasi hukum. 
3. Diperlukan perincian delik tuduhan maupun penghinaan beserta 
hukumannya dalam hukum Islam, sebagaimana dalam KUHP, sehingga 
terwujud kepastian hukum. Selain perkara tuduhan zina, hukumannya 
terbatas pada penetapan ta’zir yang sifat member pelajaran dan dunilai 
belum berfungsi sebagai tindakan pencegahan dini. 
4. Karena sifat dari penelitian ini masih ringan, umum dan jauh dari 
kesempurnaan, maka diperlukan bahasan-bahasan lebih lanjut, seperti 
bentuk-bentuk yang ada dalam pencemaran nama baik dan sebagainya.  
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